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Penelitian ini berjudul “Sistem Cicilan Terhadap Pembayaran Upah 
Pekerja Perspektif Fiqih Muamalah”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya 
persoalan pada Permata Tenda dimana upah pekerja yang dibayar dengan dicicil 
yang menjadi permasalahan pada usaha tersebut. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui 
pelaksanaan sistem cicilan terhadap pembayaran upah pekerja tenda di Kulim 
Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. 2) Untuk mengetahui tinjauan Fiqih 
Muamalah terhadap sistem cicilan pembayaran upah pekerja tenda di Kulim 
Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru . 
Penelitian ini dilakukan penulis melalui analisis Deskriptif kualitatif, yaitu 
setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci 
dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara 
jelas kesimpulan akhirnya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 
11 orang yaitu 1 orang pemilik usaha sewa tenda dan 10 orang pekerja tenda 
tersebut sehingga penulis menggunakan teknik total sampling. 
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan kemudian dianalisa dapat 
disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem cicilan terhadap pembayaran upah pekerja  
pada Permata Tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru terdapat 
masalah karena terjadi kendala pada pembayaran upah dan para pekerja merasa 
dirugikan atas keterlambatan tersebut. Dimana pembayaran upah dibayar dengan 
dicicil tanpa adanya kesepakatan diawal akad dengan alasan si pemilik usaha 
tenda takut jikalau para pekerjanya berhenti tiba-tiba ketika orderan sewa tenda 
sedang banyak. Pemberlakuan sistem cicilan terhadap pembayaran upah pekerja 
tenda juga tidak diberitahukan oleh pemilik Permata Tenda karena ia 
mengkhawatirkan para pekerja tenda tidak menyetujui sistem tersebut. Menurut 
tinjauan Fiqih Muamalah pemberlakuan upah yang dicicil tersebut tidak sesuai 
dengan ajaran hukum Islam karena dalam Islam upah para pekerja yang sudah 
mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan tepat waktu tidak boleh ditunda-tunda 
kecuali ada kesepakatan antara pemilik usaha dengan para pekerjanya di awal 
akad.  
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A. Latar Belakang Masalah  
Manusia sebagai makhluk sosial memiliki berbagai kebutuhan yang 
tidak bisa terlepas dengan peran orang lain. Interaksi sosial dalam dalam 
kehidupan masyarakat tidak bisa lepas dengan hukum Islam karena secara 
umum diketahui manusia adalah objek hukum. Salah satu hukum Islam yang 
mengatur hal-hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup 
manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari adalah muamalah.
1
 
Muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia. Muamalah 
pada pengertian umum adalah segala hukum yang mengatur hubungan 




Ruang lingkup didalam bermuamalah seperti jual beli (al-ba’i wa al-
ijarah), gadai (al-rahn), jaminan dan tanggungan (kafalah dan daman),  
perkongsian (al-syirkah), perseroan harta dan tenaga (al-mudarabah), sewa-
menyewa (al-ijarah), pemberian hak guna pakai (al-‘ariyah), barang titipan 
(al-wadiah), barang temuan (al-luqatah), garapan tanah (al-muzaro’ah), sewa 
menyewa tanah (al-mukhobaroh), upah (ujrah al-‘amal), gugatan (syuf’ah), 
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 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 2. 
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Salah satu bentuk muamalah yang sering terjadi di masyarakat adalah 
perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara manusia sebagai 
penyedia jasa manfaat atau tenaga pada satu pihak dengan manusia lain 
sebagai penyedia pekerjaan dipihak lain. Hal demikian dilakukan guna 
melakukan suatu kegiatan produksi, dengan ketentuan pihak pekerja akan 
mendapatkan kompensasi berupa upah. Kegiatan itu dalam literatur fiqh 
disebut dengan akad Ijarah al-‘amal yaitu sewa menyewa tenaga manusia. 
Pada dasarnya setiap orang yang bekerja pasti mendapatkan imbalan 
dari apa yang telah dikerjakan dan masing-masing tidak mengalami rugi. 
Kebolehan transaksi sewa menyewa didasarkan pada firman Allah SWT 
dalam surah At-Talaq (65): 6 
              
 “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah 
imbalannya kepada mereka.” (QS. At-Talaq [65]: 6) 
Ijarah merupakan suatu bentuk kagiatan kontrak kerja dalam kegiatan 
bermuamalah, yaitu dilakukan dengan mempekerjakan seseorang untuk 
melakukan kerja dengan ganti upah sebagai kompensasinya.
4
 Dalam 
praktiknya selalu berkaitan dengan suatu manfaat yang dituju, jelas 
pekerjaannya, bersifat mubah, jelas waktunya dan dapat dimanfaatkan dengan 
                                                             
3
 Qomural Huda, Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Teras, 2011), h, 2-7. 
4





imbalan tertentu, baik dengan cara mendahulukan upahnya maupun dengan 
mengakhirkannya. 
Upah atau imbalan dalam bahasa Arab disebut juga ijarah. Oleh 
karena itu, lafal ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas 
pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena 
melakukan suatu aktivitas.
5
 Kata ijarah berasal dari kata ajr yang berarti 
imbalan. Dalam syariat, penyewaan (ijarah) adalah akad atas manfaat dengan 
imbalan. Manfaat terdiri dari beberapa bentuk diantaranya manfaat benda, 
manfaat pekerjaan dan manfaat orang yang mengerahkan tenaganya. Pemilik 
manfaat yang menyewakan dinamakan dengan mu’jir. Pihak lain yang 
mengeluarkan imbalan dinamakan dengan musta’jir. Sesuatu yang manfaatnya 
diakadkan dinamakan ma’jur dan imbalan yang dikeluarkan sebagai 
kompensasi manfaat dinamakan ajr atau ujrah.
6
 
Pengertian ijarah menurut istilah syariat Islam terdapat beberapa 
pendapat Imam Mazhab Fikih Islam sebagai berikut:  
1. Menurut ulama Mazhab Hanafi ijarah adalah transaksi terhadap suatu 
manfaat dengan imbalan. 
2. Menurut ulama Syafii ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang 
mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau 
kebolehan dengan pengganti tertentu. Maksudnya ialah suatu jenis akad 
atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dibolehkan oleh syara‟ dan 
                                                             
5
 Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Nusa Jaya, 2005), h. 29. 
6
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 





merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan 
menurut syara‟ disertai sejumlah imbalan yang diketahui.
7
 
3. Menurut ulama Maliki ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan 
yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.
8
 
Jadi dalam syariah Islam jika seorang pekeja atau buruh mengerjakan 
pekerjaan dengan niat karena Allah (amal sholeh), maka ia akan mendapatkan 
balasan baik di dunia (berupa upah) maupun akhirat (berupa pahala). Dapat 
kita pahami bahwa upah yang disebut al-ajru atau ujrah menurut syariah tidak 
hanya memiliki aspek dunia saja yaitu berupa upah atas hasil kerjanya, namun 
memiliki aspek ketuhanan (akhirat) berupa imbalan pahala.  
Pemberian upah itu hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian 
kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerja sama antara pekerja dengan 
majikan atau pengusaha yang bersisi hak-hak atas kewajiban masing-masing 
pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang 
lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah. 
Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan dan 
mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang 
hak tenaga kerja dalam menerima upah dengan prinsip semestinya lebih terwujud.  
Sebagaimana didalam Al-Qur‟an juga dianjurkan untuk bersikap adil 
dengan menjelaskan keadilan itu sendiri.
9
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 Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Sistem Penggajian Islam, (Jakarta: Raih Asa 





Upah yang harus diberikan hendaknya berdasarkan tingkat kebutuhan 
dan taraf kesejahteraan masyarakat setempat sehingga kebutuhan 
masyarakatnya terpenuhi. Pada masa khalifah Umar r.a gaji pegawai 
disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat setempat. 
Jika tingkat biaya hidup masyarakat setempat meningkat, maka upah para 




Secara umum, pemberian upah dilakukan seketika pekerjaan itu 
selesai. Tetapi pada waktu membuat surat perjanjian boleh membicarakan dan 
diputuskan untuk mendahulukan pembayaran upah atau pembayaran upah di 
akhir. Jadi pembayaran upah itu disesuaikan dengan bunyi surat perjanjian 
pada saat akan melaksanakan akad upah mengupah. Karyawan atau buruh 
hendaknya mematuhi ketentuan dalam perjanjian, baik perjanjian itu tertulis 
maupun perjanjian lisan. Majikan wajib pula memberikan upah sebagaimana 
yang telah ditentukan sebelum waktu yang ditentukan pula.
11
 
Pada  kasus yang terjadi di masyarakat sering terdapat kesenjangan 
yang tidak sesuai dengan teori yang telah dipelajari. Salah satu kasus yang 
terjadi di masyarakat adalah pemberian  upah yang dicicil sehingga 
menimbulkan berbagai persoalan diantara kedua belah pihak.   
Seorang pekerja berhak menerima upahnya ketika sudah mengerjakan 
tugas-tugasnya, maka jika terjadi penunggakan gaji pekerja. Hal tersebut 
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 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 283. 
11
 M Yazid Affandi, Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan 





selain melanggar kontrak kerja juga bertentangan dengan prinsip keadilan 
dalam Islam. Selain ketepatan pengupahan, keadilan juga dilihat dari 
profesionalnya tingkat pekerjaan dengan jumlah upah yang diterimanya.
12
 
Pada teori seperti yang dipaparkan di atas maka penulis merasa kasus 
yang terjadi pada usaha tenda di Permata Tenda didaerah Kulim Kecamatan 
Tenayan Raya  Kota Pekanbaru menarik untuk diteliti.  Pada usaha tersebut 
terjadi permasalahan tentang upah pekerja yang dibayar dengan cicilan tanpa 
adanya perjanjian di awal akad antara pemilik usaha dengan pekerja tenda.
13
  
Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Permata Tenda 
mengatakan bahwa: “Saya menawarkan kerja kepada mereka (pekerja tenda) 
tanpa memberitahukan sistem yang saya pakai pada pemberian upah mereka, 
saya hanya memberitahu jika saya yang akan menanggung biaya makan 
mereka selama bekerja dan membayar upah mereka ketika sewaan per proyek 




Kemudian Regi Mai Putra selaku pekerja pada Permata Tenda juga 
mengatakan hal yang sama:”Ketika pak Arhamizi Hamid menawarkan kerja 
kepada saya ia tidak menjelaskan sistem pembayaran upah kepada saya, ia 
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 Ibid., h. 17. 
13
 Diano Gustiadi, Wawancara, (Kulim: Pekerja Tenda Pada Permata Tenda), 21 
September 2020 Pukul 10:00. 
14
 Arhamizi Hamid, Wawancara, Pemilik Permata Tenda di Kulim Kecamatan Tenayan 





hanya mengatakan bahwa ia menanggung biaya makan dan membayar upah 
kerja saya ketika sewaan per proyek selesai satu persatu.”
15
 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk 
mengkaji lebih lanjut secara mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul 
“Sistem Cicilan Terhadap Pembayaran Upah Pekerja Perspektif Fiqih 
Muamalah”.   
 
B. Batasan Masalah 
Pembatasan masalah ini berfungsi agar tidak terjadi pelebaran atau 
perluasan masalah dalam tulisan yang diangkat, sehingga peneliti 
memfokuskan untuk meneliti tentang Sistem Cicilan Terhadap Pembayaran 
Upah Pekerja Perspektif Fiqih Muamalah. 
Penelitian pada skripsi ini dilakukan penulis pada tanggal 21 
September 2020 dan tanggal 15 Februari 2021.  
 
C. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 
beberapa pokok permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan sistem cicilan terhadap pembayaran upah pekerja 
pada Permata Tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru? 
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2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan sistem cicilan 
pembayaran upah pekerja Pada Permata tenda di Kulim Kecamatan 
Tenayan Raya Kota Pekanbaru? 
 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem cicilan terhadap pembayaran 
upah pekerja pada Permata Tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya 
Kota Pekanbaru. 
b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan 
sistem cicilan pembayaran upah pekerja pada Permata Tenda di Kulim 
Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. 
2. Kegunaan Penelitian  
a. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus 
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan 
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
b. Melatih berfikir kreatif, inovatif dan jeli dalam mengaplikasikan teori-
teori yang telah dipelajari. 
c. Berguna bagi masyarakat dan pemilik usaha khususnya pemilik usaha 
sewa tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru 
Provinsi Riau agar lebih memahami tentang perspektif Fiqih 





d. Bermanfaat bagi kalangan pendidikan dan akademisi untuk menambah 
referensi, informasi dan wawasan teoritis untuk merangsang pihak lain 
yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut.  
 
 
E. Metodologi Penelitian 
1. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian ini berada di Kulim Kecamatan Tenayan Raya 
Kota Pekanbaru. Penelitian ini bersifat lapangan (field research) oleh 
karena itu peneliti memilih Permata Tenda di Kulim Kecamatan Tenayan 
Raya Kota Pekanbaru sebagai tempat penelitian. 
2. Subjek dan Objek Penelitian  
Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik dan para pekerja tenda 
yang menjalankan usaha sewa tenda tersebut, adapun objeknya yaitu 
sistem cicilan terhadap pembayaran upah pekerja pada Permata Tenda di 
Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang ditinjau menurut 
perspektif Fiqih Muamalah.  
3. Populasi dan Sampel 
Populasi merupakan sekumpulan objek atau subjek penelitian yang 
hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan 
sebelumnya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan maka ditemukan 
populasi sebanyak 11 orang yaitu 1 orang pemilik usaha sewa tenda dan 





Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat 
mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti 
dalam menemukan penelitian.
16
 Karena jumlah populasi yang sedikit yaitu 
11 orang, maka semua populasi dijadikan sampel dengan teknik total 
sampling. 
4. Data dan Sumber Data 
a. Data  
1) Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 
dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.
17
 Data 
primer juga disebut dengan istilah data asli. Dalam hal ini data 
primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pemilik usaha sewa 
tenda dan pekerja tenda pada Permata Tenda di Kulim Kecamatan 
Tenayan Raya Kota Pekanbaru. 
2) Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang mendukung data primer 
dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian.
18
 Sumber data 
sekunder ini melalui sumber-sumber yang dapat memberikan data 
pendukung seperti buku kepustakaan, dokumentasi maupun 
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catatan-catatan serta seluruh data yang berhubungan dengan 
penelitian tersebut.  
3) Data Tersier 
Data tersier adalah data yang digunakan sebagai penunjang 
dari data primer dan sekunder. Data tersebut diperoleh dari Kamus, 
Internet, Jurnal, Ensiklopedia dan lainnya yang menunjang 
penelitian. 
b. Sumber Data  
1) Sumber Data Teoritik 
Hal-hal yang bersifat teoritik yang ada relevansinya dengan 
penelitian tentang sistem cicilan terhadap pembayaran upah 
pekerja pada Permata Tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya 
Kota Pekanbaru melalui tinjauan Fiqih Muamalah dan melalui 
pengkajian buku-buku, literatur, internet dan lain-lain.  
2) Sumber Data Empirik 
Sumber data empirik diperoleh dari berbagai informasi 
yang ada dilokasi penelitian dalam hal ini pemilik usaha sewa 
tenda dan pekerja tenda. 
5. Metode Pengumpulan Data 
a. Observasi 
Observasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan 





mengamati masalah yang diteliti dilokasi penelitian.
19
 Teknik 
pengumpulan data secara langsung dengan teknik observasi pada 
Permata  Tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru 
untuk mendapatkan dan mengetahui bukti secara jelas hal yang 
menjadi fokus penelitian. 
b. Wawancara  
Wawancara adalah suatu tanya jawab dalam penelitian yang 
dilakukan secara lisan dengan suatu informan yang dapat memberikan 
keterangan yang dibutuhkan.
20
 Hal ini dimaksudkan untuk 
mendapatkan data mengenai pembayaran upah dengan cicilan secara 
objektif dari masalah yang akan diteliti. 
Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah para 
pekerja dan pemberi pekerjaan yang ada pada Permata  Tenda di Kulim 
Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Pada usaha sewa tenda 
tersebut terdapat 1 orang pemilik usaha dan 10 orang pekerja. 
Wawancara ini dimaksudkan agar peneliti dapat menggali informasi 
secara langsung mengenai pembayaran upah yang dicicil.  
c. Dokumentasi  
Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang 
sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau kelompok 
orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan 
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terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat 
berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen dapat berupa teks 





6. Teknik Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
data kualitatif yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang di 
amati.
22
 Alasan peneliti untuk menggunakan teknik analisis data kualitatif 
adalah karena penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif untuk 
menggambarkan suatu keadaan yang berjalan pada saat penelitian 
dilakukan dan jenis penelitian ini berlandasan pemahaman serta realitas 
sosial berdasarkan konteksnya, sehingga metode kualitatif dianggap sesuai 
dengan penelitian.  
7. Metode Penulisan  
Metode penulisan yang digunakan pada penelitian ini adalah : 
a. Deskriptif, yaitu mendeskripsikan fenomena yang terjadi secara alami 
tanpa adanya suatu perlakuan tertentu yang direncanakan. 
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b. Induktif, metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data 
yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan 
kaidah-kaidah khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan 
secara umum. 
c. Deduktif, yaitu menganalisa data yang telah ada dan penyimpulannya 
dengan mencari hal-hal yang bersifat umum untuk ditarik menuju hal-
hal yang bersifat khusus.  
 
F. Sistematika Penulisan  
Sistematika penyusunan penulisan karya ilmiah ini terdiri dari lima bab 
masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:  
BAB I :  PENDAHULUAN  
  Merupakan pendahuluan yang berisi uraian secara global dan 
menyeluruh mengenai materi yang dibahas, didalamnya terdiri 
dari latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan 
masalah,  tujuan dan kegunaan penulisan, metodologi penelitian 
serta sistematika penulisan. 
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  
  Pada bab ini menggambarkan sejarah berdirinya Kelurahan 
Kulim, letak geografis Kelurahan Kulim, data demografis 
Kelurahan Kulim, sosial ekonomi Kelurahan Kulim, sejarah 
berdirinya Permata Tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya 
Kota Pekanbaru, daftar nama dan profil para pekerja tenda, 





Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru serta rincian harga 
sewa pada setiap produk sewaan pada Permata Tenda di Kulim 
Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. 
BAB III   : TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH DAN CICILAN 
  Mengemukakan teori-teori pendukung yang berhubungan dengan 
permasalahan yang dibatasi pada pelaksanaan sistem cicilan 
terhadap pembayaran upah upah pekerja, teori pertama 
menyangkut tenaga kerja diantaranya pengertian tenaga kerja, 
prinsip ketenagakerjaan dalam Islam dan hubungan buruh dengan 
majikan. Teori kedua tentang ijarah dan upah yang terdiri dari 
pengertian dan dasar hukum ijarah, pengertian upah, pengupahan 
dalam pandangan hukum Islam, rukun upah, syarat upah, sistem 
pengupahan, prinsip-prinsip upah dalam ajaran Islam serta 
berakhirnya upah. Pada teori yang ketiga tentang cicilan yang 
berisikan pengertian cicilan, sejarah munculnya cicilan, unsur-
unsur cicilan, fungsi cicilan, jenis-jenis cicilan serta kelebihan dan 
kekurangan cicilan.  
BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  Membahas secara terperinci pelaksanaan sistem cicilan terhadap 
pembayaran upah pekerja pada Permata Tenda di Kulim 
Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan tinjauan Fiqih 





Permata Tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota 
Pekanbaru. 
BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 
  Berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan 
saran yang diharapkan oleh penulis kepada pemilik Permata 







GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Sejarah Berdirinya Kelurahan Kulim 
Pada tahun 1976 Kelurahan Kulim adalah wilayah kewalian yang 
merupakan bagian dari wilayah Desa Sail Kecamatan Siak Hulu Kabupaten 
Kampar Provinsi Riau yang dipimpin oleh kepala desa yang bernama M. Isa 
Nur. Kelurahan Kulim adalah wilayah yang disebut Wali Muda Kulim Atas 
dan Kelurahan Rejosari disebut Kewalian Muda Rejosari dimana Desa Sail 
merupakan desa induk. 
Selanjutnya pada tahun 1985/ 1986 dua wilayah kewalian tersebut 
menjadi desa definitif (sudah pasti) dengan nama Desa Kulim Kecamatan Siak 
Hulu Kabupaten Kampar yang dipimpin oleh seorang kepala desa yang 
merupakan pilihan langsung dari masyarakat yang bernama Sumarno Tohir 




Berdasarkan keterangan para tokoh masyarakat Desa Kulim sekitaran 
tahun 1985/ 1986, pemberian nama Kulim pada desa tersebut karena pada 
wilayah desa itu terdapat jenis kayu yang sangat keras dan bagus untuk bahan 
bangunan yang dinamakan dengan kayu kulim, sehingga nama Desa Kulim 
diambil dari nama kayu tersebut. Kemudian pada tahun 1987/ 1988 Desa 
Kulim Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar menjadi bagian dari wilayah 
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Kecamatan Bukit Raya Kota Madya Daerah Tingkat II Kota Pekanbaru. 
Kepala desanya adalah Drs. M. Yakub yang juga dipilih langsung oleh 
masyarakat. 
Pada tahun 1997 Desa Kulim dan desa-desa lain di wilayah Kota 
Madya Daerah Tingkat II Kota Pekanbaru yang terdiri dari Desa Sail, Desa 
Rejosari, Dasa Kulim, Desa Tebing Tinggi Okura, Desa Tampan, Desa Labuh 
Baru, Desa Simpang Baru dan satu desa khusus yaitu Desa Dirgantara (daerah 
Lanud Simpang Tiga) yang kemudian berubah statusnya menjadi kelurahan.  
Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan di Kota 
Pekanbaru menyebabkan peningkatan kegiatan pelayanan kependudukan pada 
semua bidang yang harus diimbangi dengan penyediaan fasilitas oleh 
Pemerintah Kota Pekanbaru. Untuk memenuhi tuntutan tersebut serta untuk 
lebih dekatnya jenjang birokrasi di Kota Pekanbaru, maka berdasarkan 
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2003 dan Keputusan Wali 
Kota Pekanbaru Nomor 578 Tahun 2003 tentang pembentukan kecamatan di 
Kota Pekanbaru yaitu Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan 
Raya, Kecamatan Payung Sekaki Dan Kecamatan Rumbai Pesisir.
24
 
Kecamatan Tenayan Raya memiliki empat kelurahan yaitu: 
1. Kelurahan Sail 
2. Kelurahan Rejosari 
3. Kelurahan Kulim 
4. Kelurahan Tangkerang 






Pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 
tentang pemekaran kelurahan dalam Kota Pekanbaru sehingga Kelurahan 
Kulim Kecamatan Tenayan Raya dimekarkan menjadi empat kelurahan yaitu:  
a. Kelurahan Kulim 
b. Kelurahan Mentangor 
c. Kelurahan Sialang Rampai 
d. Kelurahan Pebatuan25 
Kelurahan Kulim memiliki visi misi yang sejalan dengan visi misi 
Kota Pekanbaru dalam mewujudkan maksud dan tujuannya yaitu: 
1. Visi  
Terwujudnya Kelurahan Kulim sebagai tempat pemukiman yang 
BERSATU (Bersih, Elok, Rindang, Sehat, Aman, Tertib dan Usaha 
Bersama) dan sebagai pusat perdagangan dan jasa menuju masyarakat yang 
makmur dan sejahtera. 
2. Misi 
a. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. 
b. Memberdayakan masyarakat dalam kerjasama organisasi dan 
kelembagaan di lingkungan Kelurahan Kulim. 
c. Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif, kreatif dan 
inovatif. 
d. Menciptakan dan menumbuhkembangkan iklim perekonomian yang 
kondusif dengan berbasiskan ekonomi kerakyatan. 
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e. Terwujudnya lingkungan yang BERSATU (Bersih, Elok, Rindang, 




B. Letak Geografis Kelurahan Kulim  
Secara geografis Kelurahan Kulim memiliki ketinggian wilayah 6 
Meter diatas permukaan laut dan luas wilayah Kelurahan Kulim Kecamatan 
Tenayan Raya lebih kurang 500 Hektar yang terdiri dari 58 RT dan 18 RW 
dengan batas wilayah sebagai berikut:  
1. Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Bukit Rahayu Kelurahan Tengkareng 
Timur. 
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Timur Kelurahan Sialang 
Rampai. 
3. Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Sepakat Kelurahan Pebatuan dan 
Kelurahan Pematang Kapau. 
4. Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Binjai Raya Kelurahan Kulim 
Kecamatan Tenayan Raya. 
 
C. Data Demografis Kelurahan Kulim 
1. Keadaan Sosial Penduduk 
Kelurahan Kulim mempunyai jumlah penduduk sebanyak 12.650 
jiwa dan terdiri dari 3.289 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 18 
Rukun Warga (RW) dan 59 Rukun Tetangga (RT) dengan rincian sebagai 
berikut: 


















RW Laki-laki Perempuan 
1 3.289 6.389 6.171 12.560 59 18 
Sumber: Kantor Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya 
2. Pendidikan 
Pendidikan merupakan sarana yang sangat diperlukan dalam 
masyarakat karena pendidikan dapat meningkatkan status sosial seseorang. 
Apabila pendidikan seseorang baik maka taraf hidupnya akan baik juga. 
Perkembangan zaman seperti sekarang ini yang semakin maju dan 
berkembang perlu adanya pendidikan agar agar masyarakat memiliki ilmu 
serta bisa membedakan hal yang baik dan buruk. Jumlah penduduk 
Kelurahan Kulim menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini: 
Tabel 2.2 
Jumlah Penduduk Kelurahan Kulim Menurut Tingkat Pendidikan 
No Jenis Pendidikan       Orang Jumlah 
1 Belum Sekolah  1.288 
10810 
2 Tamat SD 1.663 
3 Tamat SMP 2.021 
4 Tamat SMA 5.024 
5 Diploma I/II/III 678 
6 SI/SII 136 
Sumber: Kantor Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya 
Tabel 2.3 
Jumlah Sarana Pendidikan Di Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan 
Raya Kota Pekanbaru 
No Sarana Pendidikan Orang Jumlah 
1 TK 5 
16 
2 SD/MI 7 
3 SMP/MTS 3 
4 SLTA/SMK 1 
5 AKD/PT - 




3. Kehidupan Beragama 
Agama adalah suatu sistem kepercayaan kepada Tuhan yang dianut 
oleh sekelompok manusia dengan selalu mengadakan interaksi dengan-
Nya.
27
 Mayoritas masyarakat Kelurahan Kulim menganut agama Islam dan 
minoritas menganut agama lain seperti khatolik, protestan dan sebagainya.  
Tabel 2.4 
Agama Yang Dianut Masyarakat Kelurahan Kulim Kecamatan 
Tenayan Raya Kota Pekanbaru 
No Agama Orang Jumlah 
1 Islam 11.948 
12.560 
2 Khatolik 300 
3 Protestan 261 
4 Hindu - 
5 Budha 51 
Sumber: Kantor Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya 
 
D. Sosial Ekonomi Kelurahan Kulim 
Perekonomian masyarakat tidak terlepas dari mata pencaharian 
masyarakat itu sendiri. Mata pencaharian sendiri berarti aktivitas masyarakat 
untuk memperoleh taraf hidup layak, dimana mata pencaharian antara 
masyarakat pasti berbeda sesuai letak geografisnya. Sedangkan mata 
pencaharian penduduk adalah suatu pekerjaan yang dilakukan penduduk untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan 
sampingan.
28
 Mata pencaharian penduduk di Kelurahan Kulim ada bermacam-
macam seperti data pada tabel dibawah ini: 
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Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Di Kelurahan Kulim 
Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru 
No Jenis Mata Pencaharian Orang 
1 Pertanian 242 
2 Perkebunan 548 
3 Peternakan 216 
4 Pedagang dan Jasa 1.202 
5 Pengrajin dan Industri Kecil 587 
6 Angkutan 259 
7 PNS/TNI/POLRI 818 
8 Buruh 1.793 
9 Lain-lain 3.001 
Jumlah   8666 
 Sumber: Kantor Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya 
 
E. Sejarah Berdirinya Permata Tenda 
Tenda acara merupakan salah satu unsur terpenting dalam dekorasi 
sebuah acara, dimana tenda tersebut berguna untuk melindungi para tamu dari 
sinar matahari bahkan hujan. Sewa tenda dekorasi adalah jasa penyewaan 
tenda plafon bahkan tenda semi dekorasi. Sehingga masyarakat yang berminat  
dapat menggunakan jasa rental tenda ini untuk acara-acara pernikahan, 
walimatul khitan, ulang tahun, tasmiyahan, seminar, dan acara lainnya yang 
membutuhkan tempat diluar ruangan (outdoor).  
Tenda acara bukan saja hal penting dalam suatu dekorasi dari sebuah 
acara, tetapi kegunaan dari tenda tersebutlah yang membuat para 
penyelenggara wajib untuk menggunakan tenda dekorasi pada setiap acara 
yang mereka selenggarakan.  
Permata Tenda  merupakan suatu bentuk usaha yang bergerak dalam 
bidang jasa tenda dekorasi, dengan sistem informasi penyewaan tenda 




Januari 2005 sampai sekarang. Usaha tenda tersebut berlokasi di Jalan Tarikat, 
RT 02/ RW 02, Desa Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru yang 
dimiliki dan dikelola oleh Arhamizi Hamid.
29
 
Permata Tenda sudah dikenal dan banyak disewa oleh  kalangan 
masyarakat mulai dari masyarakat biasa hingga para pejabat yang ingin 
melaksanakan berbagai acara, misalnya pelaksanaan acara penukaran uang di 
Bank Indonesia Kota Pekanbaru. Usaha tenda ini sudah diketahui dan terkenal 
diberbagai kota di Indonesia khususnya di Provinsi Riau seperti Kota 
Pekanbaru, Kota Dumai, Kota Duri dan sebagainya. 
Awal berdirinya Permata Tenda ialah dari usaha tenda kecil-kecilan 
yang hanya memiliki beberapa jenis ukuran tenda yang disewakan hingga 
sekarang sudah banyak dikenal dan disewa masyarakat. Bahkan sekarang 
Permata Tenda tidak hanya menyewakan tenda saja, melainkan juga 
menyewakan berbagai jenis kursi, meja, karpet dan panggung pelaminan yang 





F. Nama-Nama dan Umur Para Pekerja Tenda 
Jumlah pekerja pada Permata Tenda ada sepuluh orang dengan usia 
yang berbeda-beda yaitu: 
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1. Diano Gustiadi berumur 23 tahun. 
2. Regi Mai Putra berumur 27 tahun. 
3. Seto Pinastio berumur 20 tahun. 
4. Aprial Syawal berumur 27 tahun. 
5. Budi Santoso berumur 38 tahun. 
6. Muhammad Irpan berumur 20 tahun. 
7. Witra Slayer berumur 25 tahun. 
8. Abdul Razak berumur 43 tahun. 
9. Saprul Junaidi berumur 30 tahun. 
10. Muhammad Fikri berumur 28 tahun. 
 
G. Produk-Produk Yang Disewakan Permata Tenda 
Produk bisa berupa barang maupun jasa yang ditawarkan kepada 
konsumen. Produk yang dimaksud di sini adalah perlengkapan untuk pesta, 
hajatan, dan acara formal maupun non formal lainnya. Produk yang 
ditawarkan pada Permata Tenda berupa barang seperti tenda, kursi, meja, dan 
sebagainya. Selain itu, produk berupa jasa juga disediakan pada usaha tenda 
ini misalnya pemasangan tenda, panggung pelaminan dan lain sebagainya. 
Produk-produk yang disewakan pada usaha tenda ini terdiri dari 
berbagai jenis produk seperti kursi, meja, karpet dan panggung pelaminan 




dengan berbagai jenis harga pada setiap produk dan ukuran sesuai dengan 
pesanan dan selera konsumen.
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Berikut beberapa harga tenda sesuai besar kecil dan jenis produk pesta 
lainnya yang disediakan oleh Permata Tenda seperti kursi, meja, karpet dan 
panggung pelaminan dengan rincian harga yang berbeda yaitu: 
1.  Tenda  
Ketika mengadakan suatu acara atau pesta tentu pesta adalah 
properti yang seharusnya disediakan atau disewa. Tenda adalah pilihan 
properti atau perlengkapan pesta maupun acara lain yang menggunakan 
konsep outdoor (luar ruangan) dan berfungsi sebagai pelindung dari cuaca 
panas maupun hujan. 
Harga tenda yang disewakan ditentukan berdasarkan ukuran dan 
banyaknya dekoran, semakin besar ukuran tenda dan banyak dekorannya 
maka akan semakin besar pula harganya. Berikut rincian harga masing-
masing ukuran tenda: 
a. Tenda ukuran 2,5 X 2,5 = Rp. 300.000 
b. Tenda ukuran 3 X 4       = Rp. 400.000 
c. Tenda ukuran 4 X 4       = Rp. 500.000 
d. Tenda ukuran 4 X 6       = Rp. 700.000 
e. Tenda ukuran 6 X 6       = Rp. 850.000 
f. Tenda ukuran 6 X 8       = Rp. 950.000 
g. Tenda ukuran 8 X 8       = Rp. 1.200.000 
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2. Kursi  
Kursi yang disewakan pada Permata Tenda terdiri dari beragam 
jenis mulai dari kursi plastik, kursi futura, kursi rotan hingga kursi jati 
kualitas baik yakni kursi yang memiliki bahan yang tebal dan kuat serta 
dipakaikan sarung kursi pada kursi plastik agar terlihat bagus, menarik dan 
bersih. Sedangkan pada kursi futura, kursi rotan dan kursi jati diberi hiasan 
berupa kain yang diikatkan semenarik mungkin pada bagian belakang 
kursi tersebut agar terlihat lebih menarik dan mewah. Jumlah kursi di 
Permata Tenda ini  pada setiap jenisnya pun berbeda yaitu: 
a. Kursi plastik = 300 Unit 
b. Kursi futura  = 400 Unit  
c. Kursi rotan   = 250 Unit 
d. Kursi jati      = 75 Unit32 
Berikut rincian jenis kursi beserta harganya: 
a. Kursi plastik = Rp. 5000/ Unit 
b. Kursi futura = Rp. 8000/ Unit 
c. Kursi rotan  = Rp. 15.000/ Unit 
d. Kursi jati      = Rp. 35.000/ Unit 
3. Meja  
Meja yang disewakan pada Permata Tenda terdiri dari beberapa 
jenis dan ukuran yang terbuat dari kayu berkualitas. Meja tersebut diberi 
taplak berupa kain dengan berbagai warna dan motif dekorasi pinggiran 
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meja yang disesuaikan dengan dekorasi tenda pesta ataupun sesuai dengan 
permintaan konsumen. Meja yang disewakan terdiri dari jumlah yang 
berbeda  yaitu: 
a. Meja 1 X 1,5 = 25 Unit 
b. Meja bulat     = 24 Unit  
c. Meja 1 X 3    = 8 Unit  
Meja yang disewakan pada usaha ini juga beragam harganya yang  
disesuaikan berdasarkan jenis dan ukuran meja serta sesuai dengan 
permintaan konsumen, mulai dari harga Rp.50.000 hingga Rp.100.000 per 
unit.  
Harga meja yang disewakan dirincikan  sebagai berikut: 
a. Meja 1 X 1,5 = Rp. 50.000/ Unit 
b. Meja bulat     = Rp. 60.000/ Unit 
c. Meja 1 X 3    = Rp. 100.000/ Unit 
4. Karpet  
Karpet merupakan salah satu perlengkapan dalam sebuah acara 
yang berhubungan dengan pesta, hajatan, resepsi pernikahan, acara-acara 
formal dan acara lainnnya. Karpet tersebut digunakan diberbagai macam 
ruangan seperti acara pesta di gedung, pesta taman dan sebagainya untuk 
memberikan kesan mewah pada ruangan ataupun suatu tempat 
penyelenggaraan acara formal maupun non formal. Karpet yang disewakan 
menggunakan bahan dan jenis yang berbeda. Jenis karpet di Permata 




a. Karpet rumput sepanjang 1500 meter. 
b. Karpet merah sepanjang 300 meter.  
Harga sewa karpet di usaha tenda ini memiliki harga yang berbeda-
beda  pada tiap jenis karpet dan panjang permeternya yaitu: 
a. Karpet rumput = Rp. 12.000/ Meter 
b. Karpet merah  = Rp. 9.000/ Meter33 
5. Panggung pelaminan 
Panggung pelaminan adalah panggung yang terletak dibagian 
paling depan kursi dan meja tamu untuk tempat pengantin duduk agar 
semua orang yang hadir bisa melihat pengantinnya dengan jelas. Panggung 
pelaminan pada usaha tenda ini juga memiliki ukuran yang berbeda 
dengan harga yang berbeda-beda pula pada setiap ukurannya yaitu:  
a. Panggung pelaminan 3 X 4 = Rp. 200.000    
b. Panggung pelaminan 3 X 8 = Rp. 350.000 
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TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH DAN CICILAN 
 
A. Tenaga Kerja 
1. Pengertian Tenaga Kerja 
Menurut Imam Syaibani “kerja merupakan usaha untuk 
mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam Islam kerja 
sebagai unsur produksi didasari konsep istikhlaf, dimana manusia 
bertanggungjawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggungjawab 
untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan 
Allah SWT untuk menutupi kebutuhan manusia. 
Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh 
anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. 
Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran. Tenaga 
kerja sebagai satu faktor produksi mempunyai arti yang besar. Karena 
semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia 
dan diolah oleh buruh. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak 
terhitung, tetapi tanpa usaha manusia semua akan tetap tersimpan.  
Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, 
bahkan menjadikan sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang 
mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan setimpal yang sesuai 





                       
                    
 “Barang siapa yangmengerjakan amal Shaleh, baik laki-laki maupun 
perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami 
berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri 
balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 
mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl [16]: 97 
Al-Quran memberikan penekanan utama terhadap pekerjaan dan 
menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan dibumi ini 
untuk bekerja keras untuk mencari penghidupan masing-masing. Allah 
berfirman dalam QS. Al-Balad (90) ayat 4: 
                
 “Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah 
payah.” (QS. Al-Balad [90]: 4) 
Kata kabad, berarti kesusahan, kesukaran, perjuangan dan kesulitan 
akibat bekerja keras. Ini merupakan suatu cobaan bagi manusia yakni dia 
telah ditakdirkan berada pada kedudukan yang tinggi (mulia) tetapi 
kemajuan tersebut dapat dicapai melalui ketekunan dan bekerja keras. 
Setiap penaklukan manusia terhadap alam ini merupakan hasil dari kerja 
keras yang dijalani. Dengan demikian setelah manusia berjuang dengan 
sungguh-sungguh dan dalam waktu yang lama barulah manusia dapat 
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2. Prinsip Ketenagakerjaan Dalam Islam 
Empat prinsip ketenagakerjaan dalam Islam: 
a. Kemerdekaan manusia 
Ajaran Islam yang direpresentasikan dengan aktivitas kesalehan 
sosial Rasulullah SAW yang dengan tegas mendeklarasikan sikap anti 
perbudakan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang toleran 
dan berkeadilan. Islam tidak mentolerir sistem perbudakan dengan 
alasan apapun. Terlebih lagi adanya praktik jual-beli pekerja dan 
pengabaian hak-haknya yang sangat tidak menghargai nilai 
kemanusiaan. 
b. Prinsip kemuliaan derajat manusia 
Islam menempatkan setiap manusia apapun jenis profesinya 
dalam posisi yang mulia dan terhormat. Hal itu disebabkan Islam 
sangat mencintai umat Muslim yang gigih bekerja untuk 
kehidupannya. Allah menegaskan dalam QS. Al-Jumu‟ah (62) ayat 10: 
                         
          
 “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka 
bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 
supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu‟ah [62]: 10) 
 
c. Prinsip keadilan 
Keadilan penting bagi kehidupan manusia demi terciptanya 
penghormatan dan hak-hak yang layak sesuai dengan aktifitasnya, 




                         
         
 
 “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan 
membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama 
mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat 
melaksanakan keadilan.” (QS. Al-Hadid [57]: 25) 
Adil yang dimaksud pada ayat di atas adalah penyelenggaraan 
sarana-sarana penghidupan. Keadilan yang harus ditegakkan ialah 
terlaksananya kehidupan atas dasar keseimbangan, yang kuat 
menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, sebaliknya 
yang lemah pun mendukung tegaknya keadilan dengan jalan yang 
baik, bukan dengan merongrong kepada yang kuat dan yang miskin 
pun jangan merongrong yang kaya. Disamping itu, keadilan dalam 
bidang ketenagakerjaan juga pada cara-cara memperoleh produksi, 
pendistribusian serta dalam pemanfaatannya.  
d. Prinsip kejelasan aqad (perjanjian) dan transaksi upah  
Setiap orang beriman wajib untuk menunaikan apa yang telah 
diperjanjikan baik yang berkaitan dengan pekerjaan, upah, waktu 
bekerja dan sebagainya. Akad merupakan keharusan untuk dibuat 
dalam rangka mengatur secara praktis hubungan antara pekerja dengan 
majikan yang meliputi etika, hak dan kewajiban antara kedua belah 
pihak. Selanjutnya perjanjian juga menegaskan nilai keadministrasian 




Mengingat hal itu maka dalam transaksi amat diperlukan keterbukaan 
sehingga sikap spekulatif, penipuan, kolusi, korupsi dan lain-lain 
dalam berbagai kegiatan ekonomi dapat dihindari dan hal itu 




3. Hubungan Buruh Dan Majikan 
Hubungan buruh dengan majikan merupakan wujud hubungan 
muamalah yang diatur dalam syariah Islam. Dalam hal ini, baik seorang 
buruh maupun majikan perlu mengedepankan nilai-nilai luhur Islam dalam 
bermuamalah, diantaranya nilai tauhid, taqwa, adil, jujur dan amanah. 
Nilai luhur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 
a. Tauhid maknanya mengesakan Allah SWT, baik buruh maupun 
majikan haruslah sama-sama beriman kepada Allah SWT, mengesakan 
Allah SWT, sehingga dalam menjalankan pekerjaan atau usaha mereka 
semua memiliki niat mencari keridhoan Allah SWT semata. 
b. Baik buruh maupun majikan melaksanakan hubungan kerja dilandasi 
dengan ketaqwaan kepada Allah SWT, dan tidak akan melakukan 
pekerjaan yang dilarang oleh syara‟. 
c. Buruh dan majikan melakukan hubungan kerja secara adil dengan 
mengedepankan kewajiban untuk mendapatkan hak masing-masing. 
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d. Buruh dan majikan melakukan hubungan kerja secara terbuka dari 
awal menandatangani kontrak atau kesepakatan kerja hingga proses 
pelaksanaan kerja, masing-masing berlaku jujur dan terbuka.  
e. Keduanya sama-sama memegang amanah, melakukan pekerjaan atau 
usaha sebagai wujud menunaikan amanah Allah SWT dan masing-
masing menunaikan amanah atau tanggung jawab yang disepakati. 
Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan 
kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan 
atau pelayanan yang banyak diberikan. Jadi, tidak seperti gaji yang relatif 
tetap, besarnya upah dapat berubah-ubah. Konsep upah biasanya 




B. Akad  
1. Pengertian Dan Dasar Hukum Akad  
Menurut segi etimologi akad bisa berarti sambungan dan janji.
38
 
Maka dari itu akad yaitu janji, janji yang harus dipenuhi seperti firman 
Allah SWT tertuang dalam Al-Qur‟an Surat Al-Maidah (5) ayat 1 yang 
berbunyi: 
               
 “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”. (QS. Al-
Maidah [5]: 1) 
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2. Rukun Dan Syarat Akad  
Untuk sahnya suatu akad haruslah memenuhi hukum akad yang 
merupakan unsur akad. Rukun akad tersebut antara lain yaitu: 
a. Al-Aqid atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau 




b. Shighat al-aqad ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan 
yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran 
kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan 




c. Al-Ma’qud alaih atau objek akad. Objek akad adalah amwal atau jasa 
yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.
41
 
d. Tujuan pokok akad, tujuan akad itu jelas dan diakui syara dan tujuan 
akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. 
e. Kesepakatan, apabila akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, 
maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad 
sudah ada, namun akad tersebut baru akad dapat dikatakan sah apabila 
telah memenuhi syarat-syarat akad tersebut.
42
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Selain rukun, syarat akad haruslah terpenuhi agar akad itu sah yang 
terbagi menjadi: 
a. Syarat adanya akad adalah sesuatu yang mesti ada agar keberadaan 
suatu akad diakui syara‟, syarat ini terbagi dua yaitu syarat umum dan 
syarat dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada 
pada setiap akad. Syarat umum ada tiga, yaitu:  
1) Syarat-syarat yang harus terpenuhi pada lima rukun akad yaitu, 
shighat, objek akad (ma‟qud alaih), para pihak yang berakad 
(aqidain), tujuan pokok akad dan kesepakatan.  
2) Akad itu bukan akad yang terlarang, seperti mengandung unsur 
khilaf atau pertentangan, dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, 
tagrir atau penipuan, dan gubhn atau penyewa maran.  
3) Akad itu harus bermanfaat. Adapun syarat khusus adanya sebuah 
akad adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad 
khusus seperti adanya saksi dalam akad. 
b. Syarat sah akad. Secara umum para fukaha menyatakan bahwa syarat 
sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya (mufsid) 
dalam akad, yaitu: ketidakjelasan jenis menyebabkan pertengkaran (al-
Jilalah), adanya pakasaan (ikrah), membatasi kepemilikan terhadap 
suatu  barang (taugif), terdapat unsur tipuan (gharar) dan terdapat 
bahaya dalam pelaksanaan akad (dharar). 
c. Syarat berlakunya (nafids) akad. Syarat ini bermaksud berlangsungnya 




yaitu adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas untuk 
mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan dan pada 
barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang. 
d. Syarat adanya kekuatan hukum (Luzum Abad) suatu akad baru bersifat 
mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak khiyar (hak untuk 




C. Ijarah dan Upah 
1. Pengertian dan Dasar Hukum Ijarah 
Ijarah  berarti sewa, jasa, atau imbalan, yaitu akad yang dilakukan 
atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa.
44
 Menurut etimologi ijarah 
adalah menjual manfaat. Menurut ulama Hanafiah ijarah adalah akad atas 
suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut Ulama Asy-Syafi‟iyah 
ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud 




Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah adalah akad 
pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu 
tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan 
pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Didalam istilah hukum Islam 
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orang yang menyewakan disebut “mu’ajjir”, sedangkan orang yang 
menyewa disebut dengan “musta’jir”, benda yang disewakan diistilahkan 




Rasulullah bersabda bahwa: 
فَّ َعَر  َر أَ ْجَر ُه قَ ْبَل أَ ْن َيَِ قُوُ أَْعُطَوا األَ ِجي ْ  





Implikasi dari Sunnah tersebut untuk masa sekarang adalah bahwa 
upah dibayarkan pengusaha kepada pekerja tepat pada waktunya. Upah 
merupakan sesuatu yang sensitif  bagi pekerja, maka pengusaha tidak 
boleh menunda-nunda pembayaran upah tersebut.
48
 
Upah atau ujrah adalah dalam hukum Islam ada dua jenis ijarah 
yaitu: 
a. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa 
seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang 
memperkerjakan disebut mustajir, pihak pekerja disebut ajir, dan upah 
yang dibayarkan disebut ujrah.  
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b. Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu 
memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu 
kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip 
dengan leasing (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa 
(lessee) disebut mustajir, pihak yang menyewakan (lessor) disebut 
mu‟jir atau mu‟ajir dan biaya sewa disebut ujrah.  
Terkait dengan pembagian ijarah tersebut, penyusun lebih 
memfokuskan pembahasan pada ijarah al-„amal. Hal ini dikarenakan ada 
kaitannya dengan objek penelitian yang akan diteliti yaitu tentang 
pelaksanaan upah tenaga kerja.  
Fikih Islam membagi ajir menjadi dua yaitu:  
a. Ajir Khass yaitu orang yang bekerja kepada orang lain dalam jangka 
waktu tertentu secara khusus dan akan mendapatkan upah dengan 
penyerahan dirinya sesuai kesepakatan.  
b. Ajir Musytarak yaitu orang yang waktu pelaksanaan kerjanya tidak 




Sedangkan ijarah al-‘amal dibagi menjadi dua yaitu: 
a. Ijarah khusus yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. 
Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang 
yang telah memberinya upah. Jika ada barang yang rusak, ia tidak 
bertanggung jawab untuk menggantinya. 
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b. Ijarah musytarakah adalah ijarah yang dilakukan secara bersama-sama 
atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerjasama dengan 
orang lain, seperti para pekerja di pabrik.
50
 
2. Rukun Dan Syarat Ijarah  
a. Rukun Ijarah  
Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat ijarah hanya ada satu, 
yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan 
meyewakan.
51
 Sedangkan menurut jumhur ulama, Rukun-rukun dan 
syarat ijarah ada empat, yaitu Aqid (orang yang berakad), sighat, upah, 
dan manfaat. Ada beberapa rukun ijarah di atas akan diuraikan sebagai 
berikut:  
1)  Aqid (Orang yang berakad), orang yang melakukan akad ijarah 
ada dua orang yaitu mu’jir dan mustajir. Mu’jir adalah orang yang 
memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan Musta’jir 




2) Shighat aqad, yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan 
akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang 
keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran 
kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah.
53
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3) Ujroh (upah), yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta’jir atas 
jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu’jir. 
Dengan syarat hendaknya :  
a) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena ijarah akad 
timbal balik, karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang 
belum diketahui.  
b) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari 
pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari 
pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti 
dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu 
pekerjaan saja.  
c) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan 
barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka 
uang sewanya harus lengkap.
54
 
4) Manfaat, diantara cara untuk mengetahui ma‟qud alaih (barang) 
adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau 




b. Syarat Ijarah 
Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat ijarah adalah:  
1) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan 
berakal (Mazhab Syafi‟i dan Hambali). Dengan demikian apabila 
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orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang 
gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga 
dan ilmu boleh disewa), maka Ijarah nya tidak sah. Berbeda 
dengan Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan 
akad, tidak harus mencapai usia baligh , tetapi anak yang telah 
mumayiz pun boleh melakukan akad Ijarah dengan ketentuan 
disetujui oleh walinya.  
2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya 
untuk melakukan akad Ijarah itu, apabila salah seorang keduanya 
terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.  
3) Manfaat yang menjadi objek Ijarah harus diketahui secara jelas, 
sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya 
tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.  
4) Objek Ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara 
langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih 
sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang 
tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. 
Misalnya rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat 
bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu 
atau tidak, sekiranya rumah atau toko itu disewa oleh orang lain 
maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan kepada 




5)  Objek Ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab 
itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang 
sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh 
bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi 
atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh 




3. Macam-Macam Ijarah  
Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :  
a.  Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah bagian 
pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.  
b.  Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam ijarah 




4. Pengertian Upah 
Secara alamiah manusia akan terdorong untuk mencurahkan tenaga 
guna menghasilkan harta yang bisa digunakan untuk kelangsungan 
hidupnya. Sementara itu, kebutuhan manusia yang begitu banyak dan 
sangat beragam sehingga tidak mungkin terpenuhi dengan mengisolasi diri 
dari sesamanya. Oleh karena itu terciptalah interaksi antara seseorang 
dengan orang lain. Disamping kebutuhan materi, manusia juga dihadapkan 
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dengan kebutuhan jasa, disinilah terjadi keseimbangan. Sementara orang 
mengerahkan tenaga untuk menghasilkan harta, orang lain juga 
membutuhkan tenaga jasa mereka. Dalam Islam sewa menyewa jasa 
disebut al-ijarah. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan 
muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa 
menyewa, kontrak dan lain sebagainya.
58
 
Secara etimologi al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-
‘iwad yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.
59
 Oleh karena 
itu, lafaz ijarah mempunyai pengertian secara umum meliputi upah atas 
pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah 
melakukan sesuatu kegiatan.
60
 Sedangkan menurut syara‟ ijarah adalah 
suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
61
 
Upah juga sering disebut dengan ijarah „ala al-a’mal ialah sebagai suatu 
akad yang objeknya adalah melakukan suatu pekerjaan.
62
 
Upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas 
pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan 
dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang 
lebih baik). Menurut Taqiyuddin an Nabhani ia mengajukan penyelesaian 
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upah dengan konsep ijarah. Ijarah adalah memanfaatkan jasa suatu 
kontrak. Apabila ijarah berhubungan dengan seorang pekerja (ajir ) maka 
yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Karena itu, untuk mengontrak 
seorang pekerja harus ditentukan jenis pekerjaan, waktu, upah dan 
tenaganya.   
Ijarah mensyaratkan agar honor transaksi yang jelas, dengan bukti 
dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi ijarah 
(upah, honor, gaji) boleh tunai dan boleh tidak, boleh dalam bentuk harta 
ataupun jasa. Jika upah telah disebutkan pada saat akad maka upah yang 
berlaku adalah upah yang disebutkan, sedangkan jika upah belum 
disebutkan atau terjadi perselisihan didalamnya, maka upah yang 
diberlakukan adalah upah yang sepadan.
63
  
Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang 
menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak 
yang mempekerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja ini, 
Islam memberi pedoman kepadapara pihak yang mempekerjakan orang 
lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan 
mencukupi. Prinsip tersebut terangkum dalam sebuah hadis 
yaitu,”Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan 
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5. Pengupahan Dalam Pandangan Hukum Islam  
Dalam hukum Islam pengupahan termasuk kedalam Ijarah al-
’amal. Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran 
bahwa upah merupakan mediasi mencari harta.
65
 Dalam Al-Qur‟an, besar 
minimal gaji memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara 
terperinci, tetapi secara tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang 
(pengelola perusahaan) untuk membayar gaji karyawan yang 
dipekerjakannya. Sedangkan besaran gaji dalam Islam harus ditetapkan 
melalui kesepakatan antara karyawan dan pengusaha yang didasarkan pada 
prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat 
upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan cara memperhatikan nilai-
nilai kelayakan dari upah. 
Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada 
jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti 
jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk 
memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa 
yang diberikan pekerja.  
Dalam penetapan upah atau imbalan, Islam tidak memberikan 
ketentuan secara eksplisit, akan tetapi penerapannya dapat dilakukan 
melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap Al- Qur‟an dan Hadis yang 
                                                             
65
 Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan, 








a. Asas keadilan menuntut agar gaji karyawan dibayar seimbang dengan 
jasa yang diberikan oleh karyawan untuk memberikan ukuran gaji 
yang adil, dapat dikemukakan dua macam keadilan yang harus 
diperhatikan, yaitu: 
1) Keadilan distributif yang menuntut para karyawan yang 
melaksanakan sama dengan kemampuan dan kadar kerja yang 
berdekatan, memperoleh gaji yang sama, tanpa memperhatikan 
kebutuhan hidup individu berkenaan dengan kondisi keluarganya. 
2) Keadilan harga kerja yang menuntut agar para karyawan diberikan 
gaji seimbang dengan jasa yang diberikan, tanpa dipengaruhi 
hukum penawaran dan permintaan yang hanya menguntungkan 
para pengusaha. 
b. Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya 
kebutuhan pokok pekerja atau buruh dengan taraf hidup masyarakat, 
sehingga pekerja dapat hidup layak, tidak hanya berdasarkan 
pertimbangan semata. 
1) Asas kebajikan yang mampu menggugah hati nurani para pemilik 
pekerjaan untuk menghargai jasa pekerja dengan tidak diperlakukan 
sewenang-wenang. Ditinjau dari prinsip-prinsip muamalat, yaitu: 
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a) Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali 
yang ditentukan lain dalam Al-Qur‟an dan sunah Rasul. Pada 
dasarnya prinsip ini telah diterapkan oleh pengusaha dan 
karyawan, karena telah terjadi hubungan kerja, dimana 
hubungan kerja itu merupakan salah satu bentuk muamalat. 
b) Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung 
unsur-unsur paksaan. Pada prinsip ini, antara pengusaha dan 
karyawan tidak ada unsur paksaan. 
c) Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan 
manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat. 
Pada prinsip ini, hubungan kerja antara pengusaha dengan 
karyawan saling bermanfaat. Bagi pengusaha, dengan adanya 
karyawan yang bekerja ditempatnya, maka usaha yang 
dijalankan akan tetap bertahan dan maju. Bagi karyawan, dapat 
menerima upah atau gaji sebagai tambahan pemasukan 
sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya dan karyawan pun 
mendapatkan pangalaman kerja. 
d) Muamalat dilaksanakan dengan memelihara keadilan, 
menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur 
pengambilan kesempatan dalam kesempitan.
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Prinsip-prinsip di atas ditambah beberapa asas muamalat oleh 
Juhaya S. Praja, yaitu: 
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1) Asas tabadul al-manafi, maksudnya adalah asas saling bekerja 
sama dengan tujuan untuk dapat saling memberikan manfaat 
menuju pada kesejahteraan bersama. Hubungan kerja antara 
pengusaha dan karyawan saling bermanfaat. 
2) Asas pemerataan, maksudnya adalah penerapan prinsip keadilan 
dalam bidang muamalat yang menghendaki agar harta itu tidak 
hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus 
didistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya 
maupun miskin. Asas ini menyangkut tentang prinsip keadilan 
dalam bidang muamalat. 
3) Asas ‘an taradin atau suka sama suka, asas ini merupakan 
kelanjutan dari asas pemerataan di atas. Asas ini menyatakan 
bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak 
harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Baik kerelaan dalam 
transaksi muamalat maupun kerelaan dalam menerima atau 
menyerahkan harta yang menjadi objek perikatan dan lainnya. 
Dalam hal ini antara pengusaha dengan pekerja tidak ada unsur 
paksaan. Pengusaha tidak memaksa pekerja untuk bekerja di 
tempatnya dan pekerja tidak ada paksaan untuk bekerja di suatu 
perusahaan tertentu. 
4) Asas ‘adam al-gharar, maksudnya adalah setiap bentuk muamalat 




dapat menimbulkan adanya kerugian pada pihak lain sehingga 
menimbulkan adanya ketidaksukaan. 
5) Asas al-birr wa at-taqwa, asas ini menekankan bentuk muamalat 
yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang 
bentuk muamalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka 
pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk 
kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai macamnya. Jadi, apabila 
suatu transaksi muamalat bertentangan dengan tujuan-tujuan 
kebajikan dan ketakwaan, maka tidak dibenarkan dalam hukum 
Islam.Semua bentuk muamalat baik dalam bentuk saling suka sama 
suka atau dalam bentuk kerja sama lain sekalipun diadakan dengan 
cara saling menguntungkan tetapi tidak dalam rangka al-birr wa 
taqwa maka terlarang. Dalam hal ini, pengusaha dan karyawan 
mempunyai hubungan kerja yang baik. 
6) Asas musyarakah, asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk 
muamalat merupakan musyarakah, yakni kerjasama antar pihak 
yang saling menguntungkan, bukan saja bagi pihak yang terlibat 
melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat. Semua bentuk kerja 
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6. Rukun Upah  
a. Aqid (orang yang berakad), yaitu orang yang melakukan sewa 
menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan 
menyewakan disebut mu‟ajjir dan orang yang menerima upah untuk 
melakukan dan menyewa sesuatu disebut musta‟jir. 
b. Shighat adalah ucapan yang dilontarkan oleh pihak pengupah dan 
pekerja. Dalam shighat ada ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan 
dari pihak pertama (mu’ajjir) untuk menyewakan barang atau jasa, 
sedangkan qabul merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua 
untuk menyewakan barang atau jasa yang dipinjamkan oleh mu’ajjir. 
c. Ujrah (upah) adalah dasar yang digunakan untuk penetapan upah 
besarnya manfaat yang diberikan oleh pekerja tersebut. Bukan 
didasarkan pada taraf hidup, kebutuhan fisik minimum ataupun harga 
barang yang dihasilkan.  
d. Ma’uqud alaihi (barang yang menjadi objek). Sesuatu yang dikerjakan 
dalam upah mengupah disyaratkan pada pekerjaan yang dikerjakan 
dengan beberapa syarat. Adapun salah satu syarat terpenting dalam 
transaksi ini adalah bahwa jasa yang diberikan adalah jasa yang halal. 
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7. Syarat Upah   
Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan 
dengan ujrah (upah) sebagai berikut:  
a. Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi 
terbuka, sehingga dapat mewujudkan rasa kewajiban moral yang tinggi 
dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum didalam diri 
setiap individu pelaku ekonomi.
70
 
b. Upah yang berupa mal mutaqawwim dan upah tersebut harus 
dinyatakan secara jelas. Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-
kriteria karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai 
tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan 
orang dengan upah makan merupakan contoh upah yang tidak jelas 
karena mengandung unsur jihalah (ketidakpastian). Ijarah seperti ini 
menurut jumhur fuqaha selain Malikiyah tidak sah. Fuqaha Malikiyah 
menetapkan keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah yang 
dimaksudkan dan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan. 
c. Upah harus berbeda dengan jenis objeknya. Mengupah suatu pekerjaan 
dengan pekerjaan yang serupa merupakan contoh yang tidak 
memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena 
dapat mengantarkan pada praktek riba. Contohnya mempekerjakan 
kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan 
atau rumah. 
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d. Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis 
sesuatu yang dijadikan perjanjian dan tidak sah membantu seseorang 
dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena 
persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban 




e. Berupa harta tetap yang diketahui. Jika manfaat itu tidak jelas dan 
menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena 
ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga 
tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) 
terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu dan 
penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja.  
1) Penjelasan tempat manfaat, disyaratkan bahwa manfaat itu dapat 
dirasakan, ada harganya dan dapat diketahui.
72
 
2) Penjelasan waktu, ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk 
menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi‟iyah 
mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat 
menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi. Didalam 
buku karangan Wahhab Zuhaili Sayafi‟iyah sangat ketat dalam 
mensyaratkan waktu. Dan bila pekerjaan tersebut sudah tidak jelas, 
maka hukumnya tidak sah. 
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3) Penjelasan jenis pekerjaan, penjelasan tentang jenis pekerjaan 
sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja 
sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.
73
 




8. Sistem Pengupahan 
Terdapat beberapa cara mengenai sistem pembayaran upah, 
diantaranya: 
a. Sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu, yaitu sistem 
pembayaran upah menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan 
sebelumnya, misalnya upah jam-jaman, perbulan, perminggu, perhari, 
dan sebagainya. 
b. Sistem pembayaran upah borongan, yaitu sistem pemberian upah yang 
didasarkan atas perhitungan imbalan untuk suatu pekerjaan tertentu 
secara menyeluruh.  
c. Sistem pembayaran upah permufakatan, yaitu sistem pembayaran upah 
yang pembayarannya diberikan sekelompok buruh atau pekerja yang 
selanjutnya akan dibagikan diantara mereka sendiri. 
d. Sistem upah bagi laba atau partisipasi, yaitu sistem pembayaran upah 
yang memberikan buruh atau karyawan bagian dari laba yang 
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diperoleh majikan atau perusahaan disamping upah utamanya yang 
sebaiknya diterima. 
e. Sistem upah dengan skala berupah, yaitu sistem pemberian upah yang 
didasarkan pada keadaan harga pasaran dari produk yang dihasilkan 
oleh usaha yang bersangkutan. 
f. Sistem upah indeks, yaitu sistem pembayaran upah yang besarnya 
disalurkan pada indeks biaya hidup rata-rata dari buruh atau pegawai 
yang bersangkutan yang tentunya juga didasarkan pada biaya hidup.
75
 
Sistem pembayaran upah juga tidak terlepas dari komponen-
komponen upah dan bukan komponen upah. Komponen upah terdiri dari: 
a. Upah pokok yaitu imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh 
menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan 
berdasarkan perjanjian. 
b. Tunjangan tetap yaitu suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan 
pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya 
yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok, seperti tunjangan 
kesehatan, perumahan, makan, transport, dapat dimasukkan 
ketunjangan pokok asal tidak dikaitkan dengan kehadiran buruh, 
maksudnya tunjangan tersebut diberikan tanpa mengindahkan hadir 
atau tidaknya buruh dan diberikan bersamaan dibayarnya upah pokok. 
c. Tunjangan tidak tetap yaitu suatu pembayaran yang secara langsung 
atau tidak langsung berkaitan dengan buruh dan diberikan secara tidak 
                                                             
75
 A. Ridwan Halim, Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab, (Jakarta Timur: Ghalia 




tetap bagi buruh dan keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaan 




Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling berhubungan timbal 
balik dalam suatu transisi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi 
pihak lain, begitu pula sebaliknya kewajiban satu pihak menjadi hak bagi 
pihak yang lainnya. Keduanya saling berhadapan dan diakui 
keberadaannya dalam hukum Islam.  
Hak-hak dan kewajiban para pekerja hendaklah jelas agar para 
pekerja menjalankan pekerjaan mereka sebagaimana mestinya dan dapat 
dilakukan pengawasan terhadap para pekerja. 
 Adapun hak-hak pekerja atau ajir: 
a. Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya 
menikmati kehidupan yang layak. 
b. Dia (pekerja) tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan 
fisiknya dan jika suatu waktu dia dipercayakan menangani pekerjaan 
yang sangat berat maka dia harus diberi bantuan dalam bentuk beras 
atau modal yang lebih banyak atau kedua- duanya. 
c. Dia (pekerja) harus diberi pengobatan yang tepat jika sakit dan 
membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu. 
d. Penentuan layak harus dibuat untuk membayar pensiunan bagi para 
pekerja. 
                                                             
76




e. Para majikan harus didorong mengeluarkan shodaqahnya (sumbangan 
sukarela) terhadap pekerja mereka dan anak-anaknya. 
f. Mereka harus membayar dari keuntungan asuransi pengangguran yang 
berasal dari dana zakat. 
g. Mereka harus ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang terjadi 
dalam pekerjaan. 
h. Barang-barang yang dimuat dalam pabrik harus diberikan kepada 
mereka secara gratis atau menjual kepada mereka dengan biaya yang 
lebih murah. 
i. Mereka harus diperlakukan dengan baik dan sopan serta dimaafkan 
jika mereka melakukan kesalahan selama bekerja. 
j. Mereka harus disediakan akomodasi yang layak agar kesehatan dan 
efisiensi kerja para karyawan tidak terganggu.
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9. Prinsip-Prinsip Upah Dalam Ajaran Islam 
Secara garis besar mengenai prinsip upah dalam mengajarkan 
agama ada tiga yaitu prinsip keadilan prinsip kelayakan dan prinsip 
kebijakan: 
a. Prinsip keadilan 
Seorang pengusaha pengusaha tidak diperkenankan bertindak 
kejam terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari 
bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa 
harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang 
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sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap 
pihak lain.    
Upah kerja minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan 
ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat sekitar. Keadilan berarti 
menuntut upah kerja yang seimbang dengan jasa yang diberikan 
buruh.  
Dalam hal keadilan, Azhar Basyir menyarankan terpenuhinya 
dua model keadilan dalam pemberian upah pada buruh, yaitu: 
1) Keadilan distributif menuntut agar para buruh yang mengerjakan 
pekerjaan yang sama dengan kemampuan kadar kerja yang 
berdekatan, Al-Qur‟an memperoleh imbalan atau upah yang sama 
tanpa memperhatikan kebutuhan perorangan dan keluarganya. 
2) Keadilan harga kerja, menuntut pada para buruh untuk 
memberikan upah yang seimbang dengan tenaga yang diberikan 
tanpa dipengaruhi oleh hukum penawaran dan permintaan yang 
menguntungkan pemilik perusahaan. Keadilan harga kerja 
bertujuan untuk menegakkan keseimbangan antara kerja dengan 
harga yang diperoleh. Sebagaimana firman Allah SWT: 
...         ... 
“Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” (QS. 
Al-Maidah [5]: 8) 
 
Dari penjelasan ayat di atas dapat diketahui bahwa prinsip 
utama keadilan terletak pada kejelasan aqad (transaksi) dan 




yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum 
pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu besar upah yang akan 
diterima oleh pekerja agar tidak terjadi kesalahpahaman dan 
ketidakadilan di kemudian hari.  
3) Adil bermakna proporsional, prinsip adil secara proporsional ini 
disebutkan dalam beberapa firman Allah SWT:  
                           
 “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah 
mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka 
(balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada 
dirugikan.” (QS. Al-Ahqaf [46]: 19) 
 
Dari ayat-ayat di atas, menegaskan bahwa pekerjaan 
seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu. Upah 
adalah hak dan bukan pemberian sebagai hadiah. Al-Faruqi 
menegaskan bahwa Islam berprinsip bayaran yang sama akan 
diberikan pada pekerjaan yang sama, tidak ada pekerjaan yang 
tidak dibayar. Sedangkan Maududi menegaskan bahwa kebijakan 
gaji berbeda diperbolehkan untuk pekerjaan yang berbeda. Islam 
menghargai keahlian dan pengalaman. Gaji boleh saja berbeda 
dari tempat yang satu ketempat yang lain dan tergantung pada 
kondisi ekonomi dan iklim suatu tempat, tetapi perbedaan 
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b. Prinsip kelayakan 
Kelayakan menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi 
kebutuhan hidup minimum secara layak. Dapat diketahui bahwa 
kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari tiga aspek yaitu 
pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal).
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c. Prinsip kebajikan 
Sedangkan kebajikan berarti menuntut agar jasa yang 
diberikan mendatangkan keuntugan besar kepada buruh supaya bisa 
diberikan bonus. Dalam perjanjian antar kedua belah pihak 
diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan 
mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya yang merugikan 
kepentingan pengusaha dan buruh. Penganiayaan terhadap buruh 
berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah 
dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja buruh tersebut. 
Sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap pengusaha 
adalah mereka dipaksa buruh untuk membayar upah buruh melebihi 
dari kemampuan mereka. 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
untuk mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, Islam 
memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja 
sesuai dengan perjanjian yang disepakati (aqad). Mereka bebas 
bergerak untuk mencari penghidupan dibagian mana saja didalam 
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negaranya. Tidak ada pembatasan sama sekali terhadap perpindahan 
pekerja dari satu daerah kedaerah yang lainnya sehingga di negara 
tersebut pekerja dapat mencari upah yang lebih tinggi.s 
Adapun prinsip-prinsip upah diajarkan agama yang terkandung 
dalam beberapa hadist antara lain:
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1) Seseorang yang mempekerjakan orang lain untuk mengerjakan 
sesuatu pekerjaan harus membayar upahnya. 
2) Pihak yang mempekerjakan buruh itu harus membayar upahnya 
setelah buruh itu selesai mengerjakan pekerjaannya tersebut. 
3) Pihak orang yang mengupah pekerja harus menjelaskan besar 
kecilnya upah bagi pekerja. 
4) Pihak pekerja juga tidak boleh bekerja sebelum jelas upahnya. 
5) Antara pihak pekerja dan pihak yang mempekerjakannya harus 
ada kesepakatan dalam hal besar dan kecilnya upah.  
6) Tidak boleh upah ditentukan setelah selesai pekerjaan atau hanya 
berdasarkan belas kasihan pihak orang yang mempekerjakannya 
atau tidak boleh ditentukan secara sepihak. Jadi kedua belah pihak 
harus dituntut untuk memenuhi tanggung jawabnya masing-
masing. Pihak pengupah berkewajiban membayar upah pekerja 
atau buruh, dan sebaliknya pihak pekerja berhak menuntut 
upahnya setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik sesuai 
dengan kehendak pihak yang mengupahnya.
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10. Berakhirnya Upah 
Jika salah satu pihak (pekerja atau pemberi kerja) meninggal dunia 
akad ijarah tidak menjadi batal, asal yang menjadi objek perjanjian masih 
ada. Sebab dalam suatu hal, satu pihak meniggal dunia maka 
kedudukannya digantikan oleh ahli waris. Demikian juga dengan obyek 
perjanjian yang tidak menyebabkan putusnya suatu perjanjian yang 
diadakan sebelumnya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan 




Tentang berakhirnya upah dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Menurut ulama Hanafiyah, ijarah dipandang habis dengan meniggalnya 
salah satu aqid, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk 
meneruskannya. Adapun menurut jumhur ulama, ijarah itu tidak batal 
tetapi diwariskan.  
b. Pembatalan akad terjadi bila ada kerusakan pada barang yang disewa. 
Akan tetapi, menurut ulama lainnya kerusakan pada sewaan tidak 
menyebabkan berakhirnya ijarah, tetapi harus diganti selagi masih 
dapat diganti.  
c. Habis waktu, kecuali ada uzur.
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Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad ijarah akan berakhir 
apabila: 
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a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju jahitan 
hilang. 
b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah sudah berakhir. 
Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan 
kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu adalah jasa 
seseorang maka dia berhak menerima upahnya. 
c. Menurut mazhab Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, 
karena akad ijarah menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan 
menurut jumhur ulama wafatnya salah satu pihak tidak membatalkan 
akad ijarah, menurut mereka boleh diwariskan dan ijarah sama dengan 
jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.  
d. Menurut Sayyid Sabiq berakhirnya sewa menyewa dengan sebab-sebab 
sebagai berikut: 
1) Terjadinya aib terhadap barang sewaan yang kejadiannya ditangan 
penyewa atau terlihat aib lama padanya. 
2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang 
menjadi „ain. 
3) Rusaknya barang yang diupahkan (ma’jur ‘alaih) seperti baju yang 
diupahkan untuk dijahit, karena akad tidak mungkin sesudah 
rusaknya barang. 
4) Telah terpenuhinya manfaat yang telah diakadkan, atau selesainya 
pekerjaan atau berakhirnya masa akad kecuali jika terdapat uzur 




telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada 
ditangan penyewa sampai masa panen sekalipun terjadi pemaksaan, 
hal ini bermaksud untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) 





D. Cicilan atau Kredit 
1. Pengertian Cicilan atau Kredit 
Cicilan menurut KBBI, mencicil adalah membayar dan sebagainya 
secara sedikit demi sedikit yang sering disebut dengan meangsur. Cicilan 




Pengertian kredit menurut bahasa Yunani adalah “Credere” yang 
berarti “kepercayaan” atau dalam bahasa latin disebut “Creditum” yang 
berarti “kepercayaan akan kebenaran”. Maksudnya si pemberi kredit 




Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (pasal 21 ayat 11) 
menyatakan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 
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pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 




2. Sejarah Munculnya Cicilan atau Kredit 
Perekonomian barter telah menimbulkan berbagai kesulitan 
sehingga tidak mengherankan apabila manusia primitif mulai mencari 
cara-cara yang paling mudah dalam melaksanakan tukar menukar barang. 
Misalnya dengan menggunakan barang-barang berharga yang banyak 
disukai masyarakat luas. Akan tetapi, untuk membawa barang-barang 




Dari perkembangan sejarah dapat diketahui bahwa orang-orang 
Romawi telah menggunakan uang secara sistematis. Penggunaan uang 
dalam bentuk yang kurang sistematis sebenarnya telah dikenal beberapa 
abad sebelum orang-orang Romawi. Dengan bertambah ramainya 
hubungan pedagang didaerah laut tengah, lahirlah berbagai bentuk 
pembiayaan misalnya yang dikenal dengan “Sea Loans” dimana seorang 
kapitalis membiayai seorang pedagang dan sekaligus ikut serta dalam 
menghadapi resiko. Apabila perjalanan sukses, kreditor mendapatkan 20 
hingga 30%. Namun, apabila perjalanan tidak sukses misalnya kapal 
tenggelam, maka si kapitalis kehilangan seluruh modalnya.  
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Bentuk lain yang dikenal sebagai “Fair Letter” yakni semacam 
promissory note yang dikembangkan di tempat-tempat tertentu (didalam 
fair) pada abad pertengahan. Artinya semacam promissory note yang 
segera akan dilunasi pada akhir pesta fair yang bersangkutan atau dapat 
juga dilunasi pada waktu diadakan fair yang akan datang, tergantung 
kepada perjanjian. Dengan demikian, hal tersebut memungkinkan para 
pedagang yang kekurangan uang cash untuk memperoleh barang-barang 
didalam fair tersebut, atau ditempat lain yang dijual secara kredit. 
Selanjutnya, penemuan benua Amerika sangat memungkinkan tumbuhnya 
berbagai macam usaha secara kredit, kapitalisme dan ekspansi kredit 
secara besar-besaran. Para businessman mulai mengembangkan peranan 




Sedangkan perkembangan di Indonesia kredit merupakan suatu 
fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha 
meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam 
jangka waktu yang ditentukan.
90
 Sejalan dengan perkembangan dalam 
perniagaan dan penggunaan kredit sebagai alat pembiayaan, maka terlihat 
pula perkembangan yang signifikan terhadap kredit pembiayaan modal 
usaha kecil menengah kepada masyarakat. Dengan demikian, maka 
muncullah berbagai lembaga-lembaga baik lembaga swasta, pemerintah 
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serta lembaga badan usaha milik negara (BUMN) yang menyediakan 




3. Unsur-Unsur Cicilan atau Kredit 
a.  Kepercayaan, adalah adanya keyakinan dari pihak pemberi kredit atas 
prestasi yang diberikannya kepada seseorang baik dalam bentuk uang, 
barang atau jasa peminjaman dana yang akan dilunasinya sesuai 
dengan diperjanjikan pada waktu tertentu.  
b.  Tenggang waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian 
dan pelunasan kreditnya, jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih 
dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak yang memberi 
kredit dan pihak yang menerima kredit.  
c.  Prestasi atau obyek perjanjian kredit itu tidak saja diberikan dalam 
bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun 
demikian karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini kredit 
didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang 
menyangkut perkreditan dalam perbankan. 
d.  Resiko, yaitu adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka 
waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk 
mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya 
wanprestasi maka diadakanlah pengikatan jaminan (agunan).
92
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4. Fungsi Cicilan atau Kredit  
Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara ekonomis, baik 
bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh pada 
tahapan yang lebih baik. Lebih baik di sini diartikan bahwa fungsi tersebut 
dapat memberikan pengaruh bagi kedua belah pihak untuk saling 
menolong untuk mencapai tujuan pencapaian kebutuhan, baik dalam 
bidang usaha maupun kebutuhan sehari hari.  
Fungsi kredit secara umum ialah pemenuhan jasa untuk melayani 
kebutuhan masyarakat to serve the society dalam rangka mendorong dan 
melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang 
kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikan taraf hidup 




a. Meningkatkan daya guna, peredaran, dan lalu lintas uang.  
Peningkatan daya guna uang terjadi karena para pemilik uang 
atau modal meminjamkan langsung kepada pengusaha yang 
membutuhkan uang atau modal, atau dapat menyimpan uang atau 
modalnya di lembaga kredit untuk dipinjamkan kepada para pengusaha 
yang membutuhkannya. Sementara itu, kredit yang diberikan melalui 
rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, bilyet 
giro, wesel dan peredaran uang tunai di masyarakat. 
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b. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.  
Dengan mendapatkan kredit, pengusaha (peminjam atau 
debitur) dapat memproses bahan baku menjadi bahan jadi, sehingga 
daya guna barang tersebut menjadi lebih. Selain itu, kredit dapat pula 
menigkatkan peredaran barang melalui penjualan langsung atau 
penjualan secara kredit, sehingga peredaran barang meningkat. 
c. Kredit merupakan salah satu alat untuk terpeliharanya stabilias 
ekonomi.  
Stabilitas ekonomi dapat dijaga melalui pengendalian inflasi, 
rehabilitasi sarana, dan kebutuhan masyarakat. Karena kredit diarahkan 
untuk sektor-sektor yang produktif secara selektif termasuk untuk 
peningkatan ekspor dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, maka 
kredit secara tidak langsung dapat menjaga stabilitas suatu negara. 
d. Meningkatkan kegairahan berusaha dan peningkatan pendapatan. 
Bantuan kredit yang diberikan oleh lembaga kredit kepada 
perorangan/perusahaan akan mampu meningkatkan aktivitas usaha 
yang bersangkutan. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila 
profit ini secara kumulatif dikembangkan lagi kestruktur permodalan, 
peningkatan ini akan berlangsung terus menerus. Secara tidak langsung 
hal itu terkait dengan peningkatan pendapatan dan penerimaan pajak 
yang pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
e. Meningkatkan hubungan internasional.  
Bank-bank besar diluar negeri yang memiliki jaringan usaha 




dalam bentuk kredit secara langsung atau tidak langsung kepada para 
pengusaha dalam negeri atau kepada pemerintah. Bantuan-bantuan 
tersebut tercermin dalam bentuk kredit dengan syarat-syarat ringan, 
yaitu bunga murah dan jangka waktu kredit yang panjang. Melalui 
bantuan kredit antar negara, hubungan antara negara pemberi kredit 
dengan negara penerima kredit menjadi semakin erat. Dengan kata 
lain, kredit dapat meningkatkan hubungan internasional.
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5. Jenis-Jenis Cicilan atau Kredit 
Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi 
yaitu: 
a. Segi kegunaan 
1) Kredit Investasi 
 Kredit jangka menengah dan panjang untuk investasi barang modal 
seperti pembangunan pabrik, pembelian mesin dan sebagainya. 
2) Kredit Modal Kerja 
 Kredit jangka pendek atau menengah yang diberikan untuk 
pembiayaan atau pembelian bahan baku produksi. 
3) Kredit Konsumsi 
 Kredit untuk perorangan pembiayaan barang-barang pribadi seperti 
rumah (KPR/ Kredit Pemilikan Rumah), kendaraan (KKB/ Kredit 
Kendaraan Bermotor) dan lain-lain seperti kredit tanpa agunan.  
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4) Kredit Usaha Tanpa Bunga dan Tanpa Agunan 
 Kredit ini disediakan khusus untuk usaha kecil dan menengah. 
Kredit semacam ini sangat meringankan bagi pengusaha namun 
tahapan seleksi pencairannya sangat ketat, seperti Kredit Usaha 
Rakyat (KUR) dan Kredit InDelsa. 
b. Segi tujuan kredit  
1) Kredit produktif merupakan kredit yang digunakan untuk 
meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Biasanya kredit 
jenis ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.  
2) Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk 
dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan 
barang atau jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan 
atau dipakai untuk seseorang dan badan usaha.
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6. Kelebihan dan Kekurangan Cicilan atau Kredit 
a. Kelebihan  
1) Menambah produktivitas modal uang. 
2) Memajukan urusan tukar menukar. 
3) Mempercepat peredaran barang-barang. 
4) Dapat membuka usaha baru. 
b. Kekurangan  
1) Memberikan kemungkinan untuk berspekulasi. 
2) Memberikan kesempatan para konsumen meminjam melebihi daya 
kemampuannya. 
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3) Menyebabkan produksi yang sangat berlebihan. 
4) Perluasan kredit akan menimbulkan inflasi. 
5) Mendorong masyarakat mengarah pada sifat konsumtif.96 
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KESIMPULAN DAN SARAN  
 
A. Kesimpulan  
Setelah penulis menguraikan pembahasan tentang sistem cicilan 
terhadap pembayaran upah pekerja perspektif Fiqih Muamalah pada Permata 
Tenda di Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru pada bab 
sebelumnya, maka penulis dapat menguraikan beberapa kesimpulan 
berdasarkan batas rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini 
sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan pembayaran upah pada Permata Tenda di Kulim Kecamatan 
Tenayan Raya Kota Pekanbaru dibayar dengan cicilan tanpa adanya 
kesepakatan di awal akad dengan alasan si pemilik usaha tenda takut 
jikalau para pekerjanya berhenti tiba-tiba ketika orderan sewa tenda 
sedang banyak. Pemberlakuan sistem upah yang dicicil tersebut juga tidak 
diberitahukan oleh pemilik Permata Tenda karena ia mengkhawatirkan 
para pekerja tenda tidak menyetujui sistem tersebut. 
2. Tinjauan Fiqih Muamalah tentang sistem cicilan terhadap pembayaran 
upah pekerja tanpa adanya kesepakatan di awal akad pekerjaan tidak 
sesuai dengan hukum Islam karena para pekerja tenda masih merasa 
dirugikan atas keterlambatan dalam pembayaran upah. Padahal dalam 
Islam upah para pekerja itu tidak boleh ditunda-tunda kecuali ada 
kesepakatan bersama di awal akad antara pemilik usaha dengan para 
pekerja. Bahkan sistem pembayaran upah dengan cara dicicil tersebut juga 




membayarkan upah kepada pekerja/karyawan  sebelum keringatnya 
kering.  
B.  Saran 
1. Disarankan kepada pemilik Permata Tenda di Kulim Kecamatan Tenayan 
Raya Kota Pekanbaru agar menggunakan akad yang jelas dalam 
pengupahan para pekerja tenda di usahanya tersebut. Sehingga sistem 
pengupahan lebih jelas dan tidak menimbulkan kerugian diantara kedua 
belah pihak. 
2. Disarankan pemilik Permata Tenda harus ada keterbukaan dengan para 
pekerja. Kemudian dari penentuan upah dan pembayaran upah 
pekerja/karyawan harus sesuai ajaran hukum Islam serta dengan waktu 
yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan bersama, agar tidak ada yang 
merasa dirugikan diantara kedua belah pihak. Sebab Islam menganjurkan 
pembayaran upah para pekerja sebelum keringatnya kering atau sesuai 
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